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ABSTRAK 
 
Putri Fauziyah Nur Azizah (1701617093).  Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
pada Divisi Akuntansi di Badan Pengelola keuangan Daerah Tangerang. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, FE UNJ. 
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan 
yang dilakukan selama menjalankan PKL dengan tujuan memenuhi salah satu 
persyaratan akademik. Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan selama kurang lebih 
satu bulan mulai dari tanggal 30 Juli sampai 30 Agustus 2019 dilakukan di Badan 
Pengelola Keuangan Daerah. 
Penulis ditempatkan di Divisi Akuntansi dengan kegiatan antara lain menginput data 
bukti pembayaran/ setoran pajak, dan retribusi pada aplikasi Sp3ktra, menyusun data 
persyaratan pengajuan SPP. Meskipun selama PKL penulis mengalami beberapa 
kendala berupa gangguan jaringan internet dan sulitnya menemukan dokumen, namun 
dapat diatasi dengan komunikasi yang baik dan lebih meningkatkan kinerja. Tujuan 
dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, 
kemampuan, dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja. Hasil dari pelaksanaan PKL, 
wawasan pengetahuan penulis menjadi bertambah mengenai sistem akuntansi disebuah 
Badan Pengelola Keuangan Daerah, dan juga menambah pengalaman, kemampuan, 
dan keterampilan. 
Kata Kunci : Akuntansi, Praktik Kerja Lapangan, Pajak, Retribusi 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
  Di zaman modern ini, tentu banyak perubahan berupa kemajuan disegala aspek, 
termasuk tenaga kerja yang kian mengalami persaingan ketat seiring dengan 
kebutuhan dunia kerja yang menginginkan skill mumpuni bagi pekerjanya.Maka dari 
itu, tenaga kerja diharapkan memiliki kesiapan untuk dapat bersaing dalam dunia 
kerja, termasuk mahasiswa yang perlu dibekali untuk dapat memiliki kemampuan 
sesuai bidangnya. 
  Dengan diadakannya Praktik Kerja Lapangan yakni sebagai wadah bagi 
mahasiswa untuk dapat mengasah kemampuannya serta mengenal bagaimana dunia 
kerja yang sesungguhnya sesuai dengan bidang masing-masing, mahasiswa belajar 
mengenai bagaimana tanggung jawab atas pekerjaannya, budaya organisasi, 
manajemen waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan berpikir cepat, 
mengambil keputusan, serta bagaimana memecahkan masalah dengan tepat. Dengan 
begitu, mahasiswa mendapatkan kemampuan akademik maupun non akademik. 
  Untuk dapat memenuhi kebutuhan akan proses pembelajaran secara nyata di 
dunia kerja, maka Universitas Negeri Jakarta salah satunya ialah Fakultas Ekonomi 
yang memiliki program Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam rangka 
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meningkatkan kompetensi mahasiswa berupa pengetahuan, kemampuan, dan 
keterampilan pada bidang akuntansi. 
  Pelaksanaan PKL yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah 
didasari oleh keingintahuan penulis mengenai bagaimana akuntansi dalam instasi 
pemerintahan guna memperoleh pengetahuan dan kemampuan dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya. Penulis ditempatkan pada bidang akuntansi, dimana dalam 
pelaksanaannya, penulis diberi penjelasan-penjelasan mengenai bagaimana cara 
menghitung serta menginput data laporan pajak dan  retribusi, mengarsipkan berkas 
setoran pajak sesuai dengan nomor yang tertera, dan menyusun data persyaratan SPP 
(Surat Permintaan Pembayaran). 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Menambah pengetahuan langsung dalam dunia kerja 
b. Meningkatkan kemampuan dalam bidang akuntansi 
c. Mendapatkan pengalaman kerja sesuai latar belakang bidang akademik 
d. Mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki kedalam dunia kerja 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
a. Menyelesaikan salah satu mata kuliah dalam Fakultas Ekonomi, 
 Universitas Negeri Jakarta 
b. Menerapkan teori yang didapat kedalam dunia kerja 
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c. Mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman bekerja yang dapat 
 dijadikan dasar karir sesuai latar belakang akademik mahasiswa 
d. Meningkatkan motivasi untuk dapat unggul dan adaptif dalam 
 bidangnya 
 
C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 
1. Manfaat bagi mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 
a. Melatih keterampilan mahasiswa atas pengetahuan yang dimiliki selama 
mengikuti perkuliahan, 
b. Sebagai sarana pembelajaran dalam membentuk karakter bertanggung 
 jawab, mandiri, dan terbiasa untuk menyesuaikan diri dalam 
 lingkungan kerja, 
c. Memperoleh pengalaman yang nyata dalam dunia kerja 
2. Manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta 
a. Dapat meningkatkan kemampuan diri mahasiswa untuk berkompetisi 
 dalam dunia kerja, 
b. Membangun citra positif Universitas Negeri Jakarta dimata perusahaan 
 terkait, 
c. Dapat meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara pihak 
 Universitas Negeri Jakarta dan pihak perusahaan 
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3. Manfaat bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah Tangerang 
a. Dapat menjalin hubungan baik dengan lembaga pendidikan terkait, untuk 
menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, 
b. Mendapatkan bantuan sumber daya manusia dalam melakukan 
 pekerjaan sesuai bidang keahlian yang didapat dibangku perkuliahan tanpa 
 harus melakukan kegiatan perekrutan karyawan, 
c. Dapat menjadi sumber informasi mengenai sumber daya manusia yang 
memiliki kapabilitas baik, berkualitas dan bertanggung jawab 
D. Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Sumber : https://bpkd.tangerangkota.go.id/ 
Gambar II. 1 Logo BPKD 
 Pelaksanaan kegiatan PKL dilaksanakan di BPKD Tangerang, yang kemudian 
penulis ditempatkan pada bagian akuntansi. 
Berikut adalah data lembaga tempat PKL dilaksanakan : 
Nama Instansi  : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Tangerang 
Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan, Jalan Satria Sudirman No. 1 
No Telpon  : (021) 55764960 
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Email   : bpkd@tangerangkota.go.id 
 Penulis memilih BPKD Tangerang karena ingin mengenal instansi 
pemerintahan dan mobilisasi ke tempat tersebut terjangkau. Selain itu, dalam instansi 
tersebut, penulis ditempatkan pada pada bidang akuntansi sehingga sesuai dengan 
bidang akademik. 
E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 
 PKL dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, terhitung sejak tanggal 30 Juli 
2019 hingga 30 agustus 2019. Waktu pelaksanaan PKL dimulai dari hari Senin 
sampai dengan hari Jumat, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00. Berikut 
merupakan rincian tahapan kegiatan sebagai berikut : 
a) Tahap Persiapan 
  Pada tahap persiapan, terhitung sejak informasi mengenai PKL disebarkan 
kepada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 2017, penulismulai mendatangi 
beberapa instansi pemerintah maupun perusahaan yang memiliki mobilisasi 
yang mudah. Penulis membuat surat permohonan pelaksanaan PKL kemudian 
mulai mencari beberapa perusahaan swasta maupun pemerintah, salah satu 
instansi tersebut ialah BPKD Tangerang, penulis menemui pegawai hingga 
sampai pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, yang menyatakan 
bahwa informasi akan didapatkan beberapa hari kedepan. Penulis dihubungi 
dan dinyatakan diterima di BPKD. 
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b) Tahap Pelaksanaan 
  Pelaksanaan PKL dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli 2019. Dengan waktu  
kerja selama 5 hari perminggu (Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat). Ketentuan 
jam kerja pada Badan Pengelola Keuangan  Daerah  adalah sebagai berikut : 
Hari Kerja : Senin s/d Jumat 
Jam Kerja  : 08.00 – 16.00 
Jam istirahat : 12.00 – 13.00 
c) Tahap Pelaporan 
 Penulisan pelaporan dilaksankan selama bulan Oktober hingga November 
2019. Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan 
untuk laporan PKL berupa lampiran yang akan menjadi bukti pada laporan, 
kemudian data tersebut diolah sehingga menjadi laporan Praktik Kerja 
Lapangan. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Badan Pengelola Keuangan Daerah Tangerang 
 Pada tanggal 1 Februari 1993 merupakan awal diresmikan dan terbentuknya 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang yang dulu diberi nama Dinas 
Pendapatan (Dispenda), dimana tugas pokoknya hanya mengelola pendapatan daerah 
saja dengan dasar hukumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang 
Pengukuhan Pembentukan Dinas Pendapatan. Pada awal tahun 2000 Dinas 
Pendapatan berubah nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan 
dikeluarkannya Keputusan Bupati Tangerang Nomor 38 Tahun 2000 yang 
mempunyai tugas pokok mengelola 76 anggaran, perbendaharaan, pengembangan 
pendapatan daerah, verifikasi, pembukuan, dan perhitungan serta merencanakan dan 
melaksanakan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lalu pada awal tahun 
2005 BPKD berubah nama menjadi Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BKKD) 
yang mempunyai tugas pokok mengatur pendapatan, anggaran dan aset daerah 
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.  
 Pada Tahun 2009 Badan Keuangan dan Kekayaan Daerah BKKD berubah 
nama menjadi Dinas Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD).
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Dengan dikeluarkannya peraturan Walikota Tangerang nomor 37 tahun 2008 dengan 
mengingat Peraturan  Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu walikota 
melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan, 
pengelolaan keuangan dan asset, berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 Pada awal tahun 2012 DPKAD berubah nama kembali menjadi Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dengan adanya perubahan struktur organisasi 
yang didukung oleh Peraturan Walikota Nomor 11 tahun 2011 tentang organisasi dan 
tata kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempunyai tugas, visi dan 
misi yang sama dari DPKAD sebelumnya. Maka saat ini, namanya yakni Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kota Tangerang. 
B. Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Daerah 
1. Visi Badan Pengelola Keuangan Daerah : 
“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional dan Akuntabel” 
Uraian : 
a. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang profesional, yakni 
 dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 
b. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, yakni 
 terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara tertib, 
 transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan 
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2. Misi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 
a. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu melaksanakan 
pengelolaan daerah melalui intensifikasi sumber-sumber pendapatan sebagai 
upaya meningkatkan penerimaan pendapatan. Dengan penggalian  dan 
peningkatan pendapatan daerah diharapkan pemerintah kota Tangerang 
 juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan 
 daerah 
b. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, yaitu melaksanakan 
 pengelolaan keuangan daerah meliputi anggaran, belanja, dan 
 pertanggung jawaban keuangan daerah sesuai dengan ketentuan sehingga 
 terwujud tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah 
c. Meningkatkan pengelolaan aset daerah, yaitu melaksanakan pengelolaan 
 aset daerah sesuai aturan sehingga terwujud tertib administrasi pengelolaan 
 aset daerah 
C. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Daerah 
 Dalam BPKD, struktur organisasi yang teratur dan sistematis sangat diperlukan. 
Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka kesatuan dalam perintah serta 
pendelegasian wewenang dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan lancar dan 
efektif. Struktur organisasi tersebut dibuat seseuai dengan jenis organisasi yang 
digunakan. 
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 Berikut struktur organisasi BPKD Tangerang : 
1. Kepala BPKD  
2. Sekretariat BPKD bagian Sekretariat terdiri dari : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
b. Sub Bagian Keuangan  
c. Sub Bagian Perencanaan  
3. Bidang Aset Bidang Aset Daerah terdiri dari : 
a. Seksi Administrasi Aset  
b. Seksi Mutasi Aset  
c. Seksi Pemanfaatan dan Pemerdayaan Aset  
4. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, terdiri dari : 
a. Seksi Penatausahaan Keuangan Daerah 
b. Seksi Akuntansi 
c. Seksi Evaluasi  
5. Bidang Anggaran Bidang Anggaran terdiri dari : 
a. Seksi Penyusunan Anggaran  
b. Seksi Pengendalian Anggaran  
c. Seksi Kas Daerah 
 6. Bidang Pendapatan Lain Bidang Pendapatan Lain terdiri dari : 
a. Seksi Pendataan Pendapatan Lain 
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b. Seksi Penetapan Pendapatan Lain  
c. Seksi Penagihan dan Keberatan Pendapatan Lain  
7. Bidang Pendapatan PBB dan BPHTB, terdiri dari : 
a. Seksi Pendataan PBB dan BPHTB  
b. Seksi Penetapan PBB dan BPHTB 
c. Seksi Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB  
8. UPTD Pelayanan Pajak Daerah 
D. Kegiatan Umum Perusahaan 
BPKD melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugasnya yakni membantu Walikota 
dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah di bidang keuangan daerah sesuai dengan visi, misi dan program 
Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Diantara lain menyusun kebijakan teknis pelaksanaan sesuai dengan lingkup 
tugasnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, memantau, evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi 
penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya di bidang 
pengelolaan keuangan daerah, dan pengelolaan UPT. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Kegiatan PKL dilaksanakan pada BPKD Kota Tangerang di Pusat 
Pemerintahan kota Tangerang, jalan Satria Sudirman nomor 1. Aktivitas pelaksanaan 
kegiatan PKL pada bidang akuntansi dimana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 30 
Juli 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019 dengan total kurang lebih 1 bulan. Penulis 
memiliki jadwal kerja pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, pukul 08.00 
sampai dengan pukul 16.00. Penempatan pada bagian bidang akuntansi disesuaikan 
dengan program studi penulis yakni Pendidikan Akuntansi. 
Adapun job description pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di bagian 
akuntansi, yakni : 
1. Menginput Surat Tanda Setoran Pajak Daerah pada aplikasi Sp3ktra 
2. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi 
3. Menginput data Surat Tanda Setoran Valas, Dinas Penanaman Modal, dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
4. Mengurutkan daftar ceklis persyaratan pengajuan SPP belanja hibah 
5. Menyusun data perbaikan sesuai nomor dan tanggal   
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B. Pelaksanaan Kerja 
Selama pelaksanaan PKL di BPKD Kota Tangerang, penulis ditugaskan pada 
Bidang Akuntansi dengan job description, yaitu : 
1. Menginput surat bukti pembayaran setoran pajak daerah pada aplikasi 
Sp3ktra 
Penulis diberi jobdesc menginput surat bukti pembayaran setoran pajak 
daerah pada aplikasi Sp3ktra. Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yakni bukti 
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah atau bank, 
kemudian surat tersebut menjadi bukti pembayaran yang sah. Jenis pajak 
pada Surat Tanda Setoran Pajak Daerah yaitu : 
a. Pajak kendaraan bermotor 
b. Bea balik nama kendaraan bermotor 
c. Pajak hotel 
d. Pajak restoran 
e. Pajak hiburan 
f. Pajak reklame 
g. Pajak parkir 
h. Pajak air tanah 
i. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran 
14 
 
 
 
j. Bea perolehan hakatas tanah dan bangunan 
k. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 
l. Pajak rokok 
m. Pajak penerangan jalan 
Penulis diajarkan untuk menginput pada aplikasi Sp3ktra terlebih  dahulu 
tentang bagaimana mengoperasikan aplikasi tersebut. 
Berikut langkah-langkah menginput Surat Bukti Setoran pajak Daerah 
menggunakan aplikasi Sp3ktra : 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 1 Tampilan Awal Aplikasi 
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Tampilan  awal aplikasi Sp3ktra yang digunakan BPKD untuk menginput 
beberapa data, kemudian pilih log in untuk masuk dalam aplikasi ini. 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 2 Log in Aplikasi 
Penulis menggunakan user name dan password yang telah diberikan oleh 
pembimbing PKL. Setelah masuk menggunakan user name dan password, 
langkah selanjutnya yakni memilih ‘Aplikasi Anda’ pada bagian sistem aplikasi 
untuk mulai menginput data yang disediakan. 
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Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 3 Menu Kantor 
 
Setelah memilih ‘Aplikasi Anda’, pilih ‘PMDN 13’ sebagai pilihan untuk 
menginput beberapa data, salah satunya yakni Surat Bukti Setoran Pajak 
Daerah, Retribusi, dan lain-lain. Kemudian muncul beberapa pilihan, salah 
satunya Rekon untuk menginput bukti setoran pajak, retribusi dan lain-lain, 
maka selanjutnya  pilih ‘Rekon STS’, kemudian dilanjutkan dengan memilih 
‘Input STS’. 
Aplikasi Anda 
PMDN 13 
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Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 4 Kolom Keterangan 
Setelah itu, berikut merupakan beberapa kolom yang harus diinput sesuai 
dengan Surat Bukti Setoran yang ada, diantaranya yakni : 
a. Tahun : merupakan tahun dimana setoran pajak dilakukan 
b. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah, pilih ‘Badan Pengelola 
Keuangan’ 
c. Nomor STS : merupakan nomor urut setoran pajak sesuai 
pengelompokkan jenis pajak 
18 
 
 
 
d. Tanggal STS : merupakan tanggal dimana setoran pajak dilakukan 
e. Nama bank : merupakan nama bank yang dijadikan perantara untuk 
menyetorkan pajak, disini BPKD bekerjasama dengan bank BJB 
f. Keterangan : yakni nama perusahaan/instansi terkait yang menyetorkan 
pajak pada BPKD,  alamat perusahaan/instansi, tahun, tanggal, bulan 
g. Nomor rekening bank : merupakan nomor rekening bank yang digunakan 
untuk menyetorkan pajak 
h. Nomor kohir : yakni nomor pendaftaran surat penetapan pajak yang 
tertera pada SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 5 Nominal Pajak 
Jenis 
Pajak 
Nominal Pajak 
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Setelah semua keterangan data terinput, selanjutnya ialah memilih jenis 
pajak yang  disetorkan, kemudian  memasukkan nominal pajak sesuai jumlah 
yang telah dibayarkan dari perusahaan/ instansi. Kemudian pilih ‘Masukkan 
Transaksi’ 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 6 Nominal Denda Pajak 
Kemudian jika terdapat denda pajak yang dikenakan kepada pihak 
penyetor, input denda sebagai pendapatan pemerintah. Pilih ‘Tambah’, 
kemudian pilih denda sesuai jenis pajak, masukkan nominal denda, kemudian 
pilih ‘Masukkan Transaksi’ 
 
Jenis 
Denda 
Nominal 
Denda 
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Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 7 Hasil Akhir STS Pajak 
Pada kolom ‘Nilai Transaksi’ akan otomatis terisi setelah menambahkan 
jumlah pajak dan denda pajak. Setelah semua data terisi, pilih ‘selesai’ untuk 
mengirim data yang telah diinput. 
2. Menginput Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi 
Jobdesc selanjutnya ialah menginput Surat Tanda Setoran, penulis 
menginput dengan cara yang hampir sama, namun STS selanjutnya 
mengenai retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
Jumlah 
Transaksi 
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atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau 
sebuah badan tertentu. 
Berikut adalah langkah-langkah dalam menginput retribusi pada aplikasi 
sp3ktra : 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 8 Keterangan STS Retribusi 
Langkah-langkah menginput Surat Tanda Setoran (STS) Retribusi diawali 
dengan mengisi beberapa kolom keterangan Surat Tanda Setoran (STS) 
diantaranya : 
a. Tahun : merupakan tahun dimana setoran atas retribusi dilakukan 
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b. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Contoh : Dinas 
Lingkungan Hidup) 
c. Nomor STS : merupakan nomor urut setoran retribusi 
d. Tanggal STS  : merupakan tanggal dimana setoran retribusi 
dilakukan 
e. Nama bank : merupakan nama bank yang dijadikan perantara untuk 
menyetorkan retribusi, disini BPKD bekerjasama dengan bank BJB 
f. Keterangan : yakni bidang retribusi, wilayah, kelurahan, dinas terkait 
g. Nomor rekening bank : merupakan nomor rekening bank yang 
digunakan untuk menyetorkan retribusi 
h. Nomor kohir: yakni nomor urutan yang tertera pada SSPD 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 9 Nominal Retribusi 
Jenis 
Retribusi 
Nominal 
Retribusi 
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Setelah semua kolom keterangan terisi, kemudian pilih ‘Tambah’, pilih 
jenis retribusi, masukkan nominal retribusi, lalu pilih ‘Masukan Transaksi’ 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 10 Hasil Akhir Input Retribusi 
‘Nilai Transaksi’ akan terisi otomatis setelah penambahan retribusi, pilih 
‘selesai’ untuk mengirim data yang telah diinput. 
3. Menginput data Surat Tanda Setoran Valas, Dinas Penanaman Modal, dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
 Surat Tanda Setoran pada Dinas Penanaman Modal yaitu bukti 
pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan suatu badan 
terkait kepada pemerintah. Retribusi izin memperkerjakan tenaga asing 
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yakni retibusi yang dipungut atas izin yang diberikan pemerintah untuk 
memperkerjakan tenaga asing. 
Berikut langkah-langkah menginput STS pada Dinas Penanaman Modal : 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 11 Keterangan Retribusi IMTA 
Diawali dengan mengisi beberapa kolom keterangan Surat Tanda Setoran 
(STS) diantaranya : 
a. Tahun : merupakan tahun dimana setoran atas retribusi dilakukan 
b. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah, pilih ‘Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’ 
c. Nomor STS: merupakan nomor urut setoran retribusi 
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d. Tanggal STS : merupakan tanggal dimana setoran retribusi dilakukan 
e. Nama bank : merupakan nama bank yang dijadikan perantara untuk 
menyetorkan retribusi, disini BPKD bekerjasama dengan bank BJB 
f. Keterangan : berisi nama perusahaan/ badan, dan jenis retribusi 
g. Nomor rekening bank : merupakan nomor rekening bank yang 
digunakan untuk menyetorkan retribusi 
h. Nomor kohir : yakni nomor urutan yang tertera pada SSPD 
 
Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 12 Nominal Retribusi IMTA 
Kemudian pilih ‘Tambah’, lalu pilih jenis retribusi ‘Retribusi Izin 
Memperkerjakan Tenaga Asing’, masukkan nominal retribusi, pilih 
‘Masukkan Transaksi’ 
Jenis 
Retribusi 
Nominal 
Retribus
i 
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Sumber : Gambar diolah oleh penulis 
Gambar III. 13 Hasil Akhir Retribusi IMTA 
‘Nilai Transaksi’ akan terisi otomatis setelah penambahan retribusi, pilih 
‘selesai’ untuk mengirim data yang telah diinput. 
4. Mengurutkan daftar ceklis persyaratan pengajuan SPP belanja hibah 
 Penulis ditugaskan untuk mengurutkan daftar ceklis persyaratan 
pengajuan SPP belanja hibah. Bendahara pengeluaran mengajukan surat 
pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran 
melalui pejabat penatusahaan keuangan SKPD. Sedangkan, SPP-LS 
belanja hibah yaitu belanja pemerintah pada tingkat daerah yang dikelola 
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oleh bendahara tersendiri (bendahara PPKD). Berikut merupakan dokumen 
yang harus dilengkapi dan disusun sesuai urutannya : 
a. Daftar ceklis  
b. SPM (Surat Perintah Membayar) 
c. Lampiran SPM 
d. Surat pernyataan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran 
Langsung) 
e. Surat pernyataan (Bendahara) 
f. Kwitansi 
g. SPP 
h. Rekening Bank 
i. Foto copy KTP dan NPWP 
j. BA (Berita Acara) Pembayaran 
k. NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) 
l. Fakta Integritas 
m. Berita Acara Verifikasi 
n. Berkas : RAB (Rancangan Anggaran Biaya), Surat disposisi, 
domisili, surat keterangan Walikota 
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5. Menyusun STS perbaikan sesuai nomor dan tanggal 
 Selain itu, penulis juga ditugaskan untuk menyusun STS perbaikan 
dalam bindex yang telah disediakan sesuai dengan nomor urut setoran, 
tanggal, bulan, dan tahun. 
C. Kendala yang Dihadapi  
   Selama pelaksanaan PKL pada Divisi Akuntansi di Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah tentunya penulis mengalami beberapa kendala, antara lain : 
1. Jaringan internet terkadang mengalami gangguan yang mengakibatkan 
aplikasi sulit diakses, sehingga menghambat selesainya penginputan data 
2. Dalam penyusunan dokumen, penulis mengalami kesulitan dalam mencari 
dokumen dan menyusunnya, karena terbatasnya sarana dan prasarana seperti 
lemari untuk menyimpan dokumen, sehingga menyebabkan  masih banyak 
dokumen yang diletakkan pada tumpukkan kardus dan sebagian belum 
diarsip dengan baik. Hal tersebut berdampak pada ketidakefisienan 
pelaksanaan praktik kerja lapangan dan menyulitkan pihak-pihak yang 
membutuhkan dokumen tersebut 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan beberapa kendala yang penulis hadapi, adapun cara mengatasi 
masalah yakni dengan cara sebagai berikut : 
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1. Untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, berupa menginput data 
lewat aplikasi yang tersedia, tentu untuk dapat mengakses aplikasi tersebut 
dibutuhkan jaringan internet. Sedangkan hal tersebut tentu menjadi kendala 
karena menghambat pekerjaan penulis. kinerja karyawan adalah kemampuan 
mencapai persyaratan-persyaratan pekerjaan, dimana suatu target kerja dapat 
diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang 
disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun etika 
perusahaan (Muzakki, Susilo, & Yuniarto, 2016). Selain itu, penggunaan 
teknologi berupa jaringan internet, memudahkan BPKD dalam mencapai 
tujuannya, maka dari itu jaringan internet yang memadai diperlukan untuk 
mendukung kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang 
sangat penting dalam upaya instansi untuk mencapai tujuan sedangkan 
pengertian kinerja karyawan adalah hasil kerja yang telah diperoleh 
karyawan berdasarkan standar kerja dalam periode tertentu. Konsep 
kinerjanya adalah kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan oleh karyawan. Bila para karyawan dapat 
menggunakan teknologi informasi yang ada, maka hal ini akan dapat 
meningkatkan kinerja karyawan (Rakhmansyah, 2014). Agar kendala dapat 
terselaikan dengan baik, maka penulis bertanya langsung kepada 
pembimbing PKL terkait gangguan jaringan internet untuk kemudian 
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memberikan informasi apabila telah dilakukan perbaikan. Selain itu, penulis 
melakukan tugas lebih cepat dari biasanya agar dapat mengejar 
ketertinggalan dan tetap dapat selesai tepat waktu, sesuai fungsi teknologi itu 
sendiri yakni memudahkan pekerjaan sehingga dapat diselesaikan dengan 
waktu yang relatif singkat. Kemanfaatan TI seperti bekerja lebih cepat, 
kinerja menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas, pekerjaan menjadi 
lebih efektif, membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, dan berguna 
berpengaruh posotif terhadap kinerja karyawan. Apabila kemanfaatan TI 
dilaksanakan dengan baik dan tepat maka akan mendukung kinerja karyawan 
secara optimal (Muzakki et al., 2016). Selain itu dengan adanya jaringan 
internet, mempermudah perusahaan mendapatkan informasi, serta 
meningkatkan kinerja karyawan. Sarana komputer dalam perusahaan sangat 
mempengaruhi implementasi teknologi informasi pada perusahaan. Dengan 
lebih banyak fasilitas pendukung yang disediakan bagi pemakai maka 
semakin memudahkan pemakai dalam mengakses data yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan tugas individu dalam perusahaan. Teknologi informasi 
diterapkan di sebuah perusahaan dengan harapan sumber daya manusia yang 
merupakan pemakai sistem tersebut dapat menghasilkan output yang 
semakin baik dan kinerja yang akan meningkat (Jumaili, 2005). 
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2. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam lingkungan 
kerja, sehingga dapat menunjang kegiatan agar berjalan dengan baik sesuai 
tujuan yang akan dicapai. Sarana dan prasarana tentu harus diperhatikan 
kualitas dan kuantitasnya agar dapat diguanakan dengan maksimal, salah 
satunya sarana dan prasarana untuk menyimpan dokumen yang sudah 
diarsipkan agar tetap terjaga kerapihan dan kelengkapannya. Fasilitas 
merupakan segala sesuatu yang ditempati dan diminati oleh pegawai baik 
dalam hubungan langsung dengan pekerjaan maupun untuk kelancaran 
pekerjaan (Moenir 1989:197). 
Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai memudahkan 
dokumen untuk diarsipkan, selain itu dokumen akan lebih aman apabila 
diletakkan pada tempat yang sesuai. Menurut (Hartono, 2014), Penataan 
sarana dan prasarana kerja pada pemerintah daerah dimaksud untuk 
kelancaran proses pekerjaan, kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern 
antar pejabat/pegawai, memudahkan komunikasi, kelancaran tugas 
pengawasan dan memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi. 
Untuk dapat mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan 
dengan beberapa cara, yakni pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan 
penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. 
Semakin besar aktifitas suatu kantor pemerintahan maka semakin lengkap 
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pula fasilitas dan sarana pendukung dalam proses kegiatan untuk mencapai 
tujuan tersebut. (SIPIL DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN MINAHASA 
TENGGARA Yeltsin Aprioke Thomas Arie Junus Rorong Deysi 
Tampongangoy, n.d.) 
Dalam perjalanan suatu perusahaan berbagai dokumen selalu 
dibutuhkan untuk menunjukkan kinerja perusahaan tersebut. Pentingnya 
dokumen tersebut, menuntut perusahaan untuk memberdayakan 
karyawannya untuk mengatur hal tersebut. Oleh karena itu, untuk 
memudahkan mencari informasi melalui sumber berupa dokumen yang ada, 
BPKD harus melakukan pengadaan sarana dan prasarana seperti lemari 
untuk menyimpan dokumen. Dalam menjalankan sebuah pekerjaan kantor, 
sangat dibutuhkan dukungannya prasarana dan sarana yang mendukung serta 
memadai. Organisasi-organisasi yang berkantor pasti mempunyai prasarana 
dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kerja yang 
menyeluruh dan optimal. Faktor penting yang juga memastikan lancarnya 
pelaksanaan kerja adalah tersusunnya tempat kerja, tersusunnya alat kantor 
secara tepat, dan teraturanya tempat kerja yang memudahkan pelaksanaan 
kerja sebuah kantor (Shafira, n.d.) 
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BAB IV 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Simpulan 
Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat akademik perkuliahan 
dimana program tersebut menjadi wadah untuk mahasiswa dalam mengenal 
lingkungan serta dunia kerja yang sebenarnya mulai dari budaya hingga pembelajaran 
yang didapat selama menjalankan praktik. Ilmu yang didapat pada saat didalam 
bangku perkuliahan juga dapat diaplikasikan dalam PKL sehingga dapat digunakan 
untuk menerapkan ilmu yang didapat dalam perkuliahan, dengan ilmu yang didapat 
dalam lingkungan kerja. 
Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan pada Badan Pengelolaan Keuangan 
Daerah, penulis menyimpulkan : 
1) Praktik yang dilakukan di BPKD memberikan pendalaman serta pemahaman 
tentang pengalaman yang nyata mengenai akuntansi dalam dunia kerja 
2) Penulis mendapatkan ilmu baru mengenai pengaplikasian ilmu akuntansi pada 
instansi pemerintahan, tentang bagaimana menginput dokumen surat Tanda 
Setoran pajak dan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan dana 
pada pemerintah daerah 
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3) Selama menjalankan PKL tidak jarang melakukan kesalahan. Beberapa 
kendala tersebut membuat penulis berlatih untuk lebih teliti dan melatih 
penulis untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab  
4) Penulis mendapatkan pengalaman berupa bagaimana kerjasama dalam tim, 
bersosialisasi dengan para pegawai serta staff yang ada disana, membangun 
komunikasi yang baik antar rekan kerja 
B. Saran 
  Setelah menarik kesimpulan, penulis ingin memberikan beberapa saran 
dengan harapan akan berguna bagi penulis, pembaca, dan perusahaan. Adapun saran 
yang dapat penulis berikan yaitu : 
1) Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 
Bagi mahasiswa sebelum melaksanakan PKL harus mempersiapkan 
semuanya dengan matang dan mempersiapkan jauh sebelum dilaksanakan 
PKL, berupa administratif dari universitas hingga badan/instansi yang dituju. 
Kemudian, mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan yang 
akan dituju, sehingga dapat melaksanakan PKL ditempat yang sesuai dengan 
mata kuliah yang dipelajari, sebelum memutuskan tempat PKL yang akan 
dipilih, konsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing. Pada saat 
pelaksanaan PKL pastikan untuk selalu patuh pada peraturan yang berlaku 
dan menjaga etika pada saat pelaksanaan berlangsung. 
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2) Bagi Universitas Negeri Jakarta 
Sebaiknya Universitas Negeri Jakarta memberikan pembekalan yang 
cukup pada mahasiswa mengenai Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan 
bidang masing-masing. Dan diharapkan Universitas Negeri Jakarta dapat 
menjalin hubungan baik dengan perusahaan/badan/instansi terkait, agar 
memudahkan mahasiswa mendapatkan tempat PKL yang sesuai dengan 
bidangnya masing-masing. 
3) Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah 
Sebaiknya dapat mengarsipkan dokumen-dokumen dengan baik, sehingga 
apabila dibutuhkan, dapat ditemukan dengan mudah, dan juga untuk 
mencegah terjadinya kehilangan dokumen karena tidak ada tempat untuk 
meletakkannya dengan baik. Kemudian untuk mencegah terjadinya 
kehilangan dokumen, BPKD diharapkan dapat lebih memaksimalkan 
teknologi yang ada untuk menyimpan dokumen sehingga dokumen dapat 
tersimpan dengan aman. 
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LAMPIRAN 6 JADWAL KEGIATAN PKL 
JADWAL KEGIATAN PKL  
FAKULTAS EKONOMI – UNJ TAHUN AKADEMIK 2019/2020  
  NO Bulan Kegiatan    Mei       
   2019 
  Juni  
   2019 
    Juli 
2019 
     
Agust 
2019 
    
Sept 
2019 
    Okt 
2019 
    Nov   
2019 
1 Pendaftaran 
PKL 
       
2 Surat 
Permohonan 
PKL ke 
Perusahaan 
       
3 Kontak dengan 
Perusahaan 
untuk 
penempatan 
PKL 
       
4 Pelaksanaan 
PKL 
       
5 Praktikan 
Laporan PKL 
       
6 Penyerahan 
Laporan PKL 
       
7 Koreksi Laporan 
PKL 
       
8 Penyerahan 
Koreksi Laporan 
PKL 
       
9 Batas Akhir 
Penyerahan 
Koreksi Laporan 
PKL 
       
10 Penutupan 
Program PKL 
dan 
Pengumuman 
Nilai PKL 
       
46 
 
  
LAMPIRAN 7 STRUKTUR ORGANISASI BPKD TANGERANG
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LAMPIRAN 8 LOG HARIAN 
AKTIVITAS PELAKSANAAN PKL 
 
Nama   : Putri Fauziyah Nur Azizah 
No. Registrasi  : 1701617093 
Program Studi  : Pendidikan Akuntansi B 2017 
Tempat Praktik  : BPKD Kota Tangerang 
 
No Hari/ Tanggal Aktivitas 
1 Selasa, 30 Juli 2019 a. Pengenalan tempat kerja, pimpinan, 
dan rekan kerja 
b. Diberi pemberitahuan tentang apa 
yang harus dikerjakan serta peralatan 
yang harus dibawa pada saat 
pelaksanaan PKL 
c. Membantu scan dokumen  
2 Rabu, 31 Juli 2019 a. Mempelajari aplikasi Sp3ktra 
b. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
c. Membantu scan dokumen  
d. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
3 Kamis, 1 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Membantu scan dokumen  
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4 Jumat, 2 Agustus 2019 a. Membantu scan dokumen 
b. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
c. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
5 Senin, 5 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Menyusun data perbaikan 
6 Selasa, 6 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Menginput STS retribusi 
7 Rabu, 7 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
8 Kamis, 8 Agustus 2019 a. Menginput data STS Dinas 
penanaman modal dan pelayan 
terpadu satu pintu 
b. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
9 Jumat, 9 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Menyusun data perbaikan 
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10 Senin, 12 Agustus 2019 a. Menginput STS Retribusi 
b. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
11 Selasa, 13 Agustus 2019 a. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
b. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
12 Rabu, 14 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai 
13 Kamis, 15 Agustus 2019 a. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
b. Menginput STS Retribusi 
14 Jumat, 16Agustus 2019 a. Menginput data STS Dinas 
penanaman modal dan pelayan 
terpadu satu pintu 
b. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
15 Senin, 19 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Menginput STS Retribusi 
50 
 
  
16 Selasa, 20 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Menyusun data perbaikan 
17 Rabu, 21 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
18 Kamis, 22 Agustus 2019 Izin, dikarenakan penulis menjadi 
panitia PKKMB Fakultas Ekonomi 
19 Jumat, 23 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
20 Senin, 26 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
21 Selasa, 27 Agustus 2019 a. Menyusun data perbaikan 
b. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
22 Rabu, 28 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
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hibah 
23 Kamis, 29 Agustus 2019 a. Menginput STS Retribusi 
b. Menginput data STS Dinas 
penanaman modal dan pelayan 
terpadu satu pintu 
c. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
d. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
24 Jumat, 30 Agustus 2019 a. Menginput Surat Tanda Setoran 
Pajak 
b. Meyusun dokumen STS pada bindex 
sesuai tanggal 
c. Mengurutkan daftar ceklis 
persyaratan pengajuan SPP belanja 
hibah 
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LAMPIRAN 9 SURAT TANDA SETORAN PAJAK 
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LAMPIRAN 10 RINCIAN PELIMPAHAN PAJAK 
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LAMPIRAN 11 SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI 
 
  
55 
 
  
LAMPIRAN 12 STS RETRIBUSI DINAS PENANAMAN MODAL 
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LAMPIRAN 13 DAFTAR PENGAJUAN SPP BELANJA HIBAH 
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LAMPIRAN 14 STS PERBAIKAN 
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LAMPIRAN 15 DOKUMENTASI 
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LAMPIRAN 16 SARAN DAN PERBAIKAN 
 
